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TENTANG

PENETAPAN DESA BERSIH NARKOBA DI KABUPATEN TABALONG

o

TAHUN 2022
BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka mendukung program Pencegahan dan
pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Tabalong, maka perlu
menetapkan Desa Bersih Narkoba Di Kabupaten Tabalong Tahun
2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United
Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan
Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3673);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
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Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam
Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4402),

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5419);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322),

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 128);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang
Evaluasi Perkembangan Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun
2020-2024;

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 354/9041/SJ Tahun 2018

Perihal Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa;

Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Deputi
Pencegahan Nomor : SE/82/XII/DE/PC.00/2019/BNN tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Desa Bersih Narkoba Di Kabupaten Tabalong Tahun 2022
dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertujuan untuk meningkatkan pendampingan masyarakat di Desa
dalam penyelenggaraan fasilitasi Desa bersih narkoba yang dikelola
secara partisifatif, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasiskan
pendayagunaan sumberdaya di Desa.

Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
memiliki tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba kepada seluruh unsur
masyarakat:

1
2.

KIE individu atau kunjungan ke rumah-rumah sasaran;
KIE Kelompok dengan memanfaatkan forum-forum sosial
(pengajian,arisan, kegiatan Pos Yandu dan lain-lain); dan

3. KIE massa dengan memanfaatkan media konvesional, hiburan

rakyat, pagelaran seni dan lain-lain.

melakukan kegiatan Pembentukan Relawan Anti Narkoba dan
Penggiat Anti Narkoba yaitu membentuk Relawan anti narkoba

(o)

leh Kepala Desa dari unsur masyarakat pedesaan. Relawan
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tersebut bertujuan untuk menggerakkan masyarakat pedesaan
agar dapat berperan aktif dalam upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
(P4GN) sehingga diharapkan muncul; dan

mendorong terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)
yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat
terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan
memanfaatkan potensi dan sumber daya masyarakat setempat
dimulai dari pemataan wilayah, penjangkauan, intervensi
pemantauan hingga pendampingan melalui pendekatan kearifan
lokal.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak

mengikat.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal iﬂ M 2022

k’BUPATI TABALONG, I

ANANG SYAKHFIANI M,

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung. _

2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong di Tap]ung_.

3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

4. Camat Murung Pudak di Murung Pudak.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 273 /2022
TANGGAL 4 MU 2022

DAFTAR DESA BERSIH NARKOBA DI KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2022
NO. DESA KECAMATAN KET
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ANANG SYAKHFIANI




